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Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan NegarQ dan Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011, yangterdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan kesesuaian laporan

keuangan dengan Standar Akuntansl Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan

kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Waj ar Dengan Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan
keuangan, yaitu:
a. Kebiiakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih Perlu

Disempurnakan.

b. Saldo Aset Tetap di Neraca Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.
c" Penyajian Saldo Aset Tetap Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
pengelolaan keuangan Negara, yaitu:
a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Sebesar

Rp252.000.000,00.

b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Gedung Bangsal Rawat
Inap Kelas III Sebesar Rp35.974.198,86.

c. Realisasi Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pada KONI Tidak Sesuai Ketentuan.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut BPK menyarankan Gubernur Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung agar:

a. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk merevisi dan menyempurnakan kebijakan akuntansi
yang dapat dijadikan pedoman bagi satuan kerja dalam pen)rusunan laporan keuangan.

b. Melakukan lnventarisasi Aset Tetap.

c. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan untuk menelusuri biaya jasa konsultan tersebut.

d. Memerintahkan secara ternrlis kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk
menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran uang penginapan dalam

. komponen perjalanan dinas yang telah dibayarkan kontribusinya sebesar Rrp262.000.000,00.
e. Memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk

menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp35.974.198,86 dan menyetorkannya ke Kas
Daerah.

f, Memerintahkan kepada Ketua KONI untuk merpertanggungiawabkan penggunaan dana

tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu
laporan Nomor 32.NLWIXVN.PPG/06/2012; Nomor 32.BILI1P/XVIII.PPG/06/2012; dan

Nomor 3Z.C4LHP lxryII.PPGl06l201 2 masing-masing bertanggal 1 9 Juni 2012.

Sesuai Pasal 2l Undarqg-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan tanggung Jawab Keuangan Ne{gara. DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana

tercanturn dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama $etua DPRD, kami ucapkan terima kasih.
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